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[bookmark: csq1ti22997o][bookmark: _rl78991tno3]ABSTRAK
Amalia Dwi Kartika 04020220304 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul Tinjauan Hukum Sistem Drop out Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dibimbing oleh Nurul Qamar, Selaku Pembimbing ketua dan M. Azham Ilham Selaku Pembimbing anggota.

	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami 	Drop out akibat tidak mampu memenuhi biaya pendidikan serta untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak pendidikan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktik pengeluaran siswa dari sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak dan hak atas pendidikan. Tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada negara, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rekomendasi penelitian ini menyatakan Seharusnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penelantaran anak, yang bertujuan untuk membuka wawasan orang tua tentang perlindungan anak dan hak-hak anak yang seharusnya meraka dapatkan dan tidak semana mena melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri.
Kata kunci :, Tindak Pidana ,Perlindungan anak,Dropout. 



ABSTRACT
Amalia Dwi Kartika 04020220304 Faculty of Law, Muslim University of Indonesia, with the title Legal Review of School Drop out System as a Result of Not Meeting Education Costs from the Perspective of Child Protection Law, guided by Nurul Qamar, as the Chief Supervisor and M. Azham Ilham as the Member Supervisor.
This study aims to analyze legal protection for children who Drop out due to being unable to cover educational costs and to determine the parties responsible for fulfilling children's educational rights according to laws and regulations in Indonesia.
The research method used in this research is normative, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents containing concepts and information such as dictionaries.
The results of this study indicate that children's right to education is guaranteed by the 1945 Constitution, the National Education System Law, and the Child Protection Law. The practice of expelling students from school due to inability to pay tuition fees potentially violates the principles of child protection and the right to education. The responsibility for fulfilling children's right to education lies not only with parents but also with the state, local governments, and educational institutions, in accordance with applicable laws and regulations.
This research recommendation states that there should be socialization activities for the community, especially parents, regarding Law No. 23 of 2002 concerning child neglect, which aims to broaden parents' insight into child protection and children's rights that they should receive and not to arbitrarily neglect their own children.
Keywords: Criminal Acts, Child Protection, Drop out.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) yang menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan absolutism dalam menjalankan roda pemerintahan.[footnoteRef:1]Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.[footnoteRef:2] [1:  Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2008, hlm 297]  [2:  Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm 37.] 

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menentukan bahwa : “Setiap anak. Berhak atas Keberlangsungan Hidup Tumbuh dan Berkembang Serta Berhak atas Perlindungan dari Kekerasan Dan Diskriminasi.[footnoteRef:3]Sedangkan Dalam pasal Pasal 28C (ayat 1) UUD 1945 Menjelaskan Bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.Dan Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya. Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan berusaha untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus menghargai dan menghormati hak dan kewajiban pendidikan orang lain.[footnoteRef:4] [3:  Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri, 2012, hlm 271]  [4:  Undang - Undang Dasar 1945] 

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak semua pasal di rubah, namun hanya beberapa pasal yang dilakukan perubahan khususnya mengenai dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta ditambahkan beberapa ayat-ayat baru yang mengatur lebih spesifik dalam perlindungan terhadap anak pada berbagai aspeknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Mahkamah menyatakan bahwa praktik pungutan liar dan kebijakan yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek formil, tetapi juga dalam substansi pemenuhan hak pendidikan, termasuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.
Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki empat dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keempat dimensi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dan tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah atau pihak swasta. [footnoteRef:5]Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan seperti anak-anak di daerah 3T, masyarakat adat, serta keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional. [5:  Nur Faiqah,(2022), Problematika Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja,Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group,Hlm. 8] 

Mahkamah juga menyoroti pentingnya pembiayaan pendidikan sebagai komponen utama dalam pemenuhan hak pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD bukan hanya kewajiban normatif, tetapi harus direalisasikan secara substantif dan merata. Pemerintah tidak dapat mengklaim telah memenuhi kewajibannya hanya karena terpenuhinya aspek nominal anggaran, tanpa memastikan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya. Hal ini menuntut reformasi dalam sistem penganggaran dan pengawasan dana pendidikan. Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menata ulang arah kebijakan Pendidikan Nasional. Negara dituntut untuk menegaskan komitmennya tidak hanya pada aspek legalistik, tetapi juga pada etika pelayanan publik. Pendidikan harus dikelola sebagai hak dasar, bukan komoditas pasar. Putusan ini menempatkan konstitusi sebagai alat transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui akses pendidikan yang setara dan bermutu.[footnoteRef:6] [6:  Netty Endrawati,Op.cit hlm 54] 

Allah Swt. Dalam Firmannya Qs. Al -Alaq ayat 1-5
ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَ
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَم ٥ ۡ
Terjemahannya :
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,” (QS Al-Alaq: 1-5).
 Ayat diatas, sangatlah penting untuk mengartikan sebuah pendidikan ayat diatas menekankan perintah utama untuk membaca(selalu belajar, mengaitkan pendidikan dengan tauhid, pengembangan intelektual, Iqra) atas nama Tuhan, artinya belajar secara komprehensif (alam, diri, wahyu), menulis dengan pena (teknologi, ilmu), dan memahami asal-usul manusia dari segumpal darah (alaq) sebagai motivasi agar tidak sombong di serta akhlak mulia sebagai jalan menuju surga, menjadi landasan kuat untuk pendidikan sepanjang hayat yang integratif antara spiritualitas dan intelektualitas.
Mengutip dalam buku Dra. Alfiah M.Ag, Imam Syafi’i mengatakan :
َمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِاْلعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَهَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ باِلعِلْمَِ
Terjemahannya :
Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.[footnoteRef:7] [7:  Alfiah Hadist Tarbawi: Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadits Nabi (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company,2015), h.18] 

Dari perspektif diatas, kita ditekankan untuk menuntut ilmu setinggi tingginya untuk meningkatkan derajat seorang hamba, pada Studi kasus yang diangkat terhadap diskriminasi anak yang di Drop out dari sekolah karena telat membayar uang biaya sekolah maka seharusnya ada koordinasi antara pihak dinas pendidikan dan pihak terkait seperti orang tua dan kepala sekolah agar kasus ini tidak terjadi lagi.
Terkait adanya hak pendidikan anak yang perlu dilaksanakan oleh orang tua dan negara maka Penulis mengaitkan persoalan penelantaran anak yang merupakan bentuk peanggaran terhadap Hak Asasi Anak dan termasuk dalam kategori kekerasan.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,penelantaran anak didefinisikan sebagai keadaan di mana anak tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga psikologis Orang Tua. Negara mmberikan sanks hukum yang tegas bagi pelaku penelantaran anak,yaitu pidana penjara hiingga lima tahun dan denda hingga seratus juta rupiah dengan sistem Drop Out Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan.
Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dimulai dari laporan masyarakat kepada kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan lembaga perlindungan anak untuk menjamin keamanan serta kondisi psikologis korban. Semua proses hukum harus dilakukan secara profesional agar hak-hak anak dan pelaku sama-sama terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Peristiwa penelantaran anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini. Pengupayaan perlindungan dan pemeliharaan tersebut, sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai 
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( KemenDikdasmen) tahun 2025 menyatakan bahwa terdapat 3,9 juta anak di Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah tingkat sekolah dasar dan menengah. 25% diantaranya disebabkan tidak ada biaya termasuk tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan 21,64% dengan alasan bekerja/mencari nafkah.Angka dropout anak SD tahun ajaran 2023/2024 naik menjadi 0,19% dari 0,17% tahun sebelumnya,mayoritas karena keterbatasan finansial.[footnoteRef:8] [8:  Tatang Muttaqin. Jumlah anak tidak sekolah. Kemen Dikdasmen. 6 November 2025.] 

Pada kasus Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Muda di Makassar, Sulawesi Selatan, dua murid dilaporkan dikeluarkan atau mengalami drop out (DO) setelah orang tua mereka memprotes biaya wisuda atau penamatan sebesar Rp.850.000 per siswa. Peristiwa ini terjadi di TK Tunas Muda, Kecamatan Tallo, Makassar, yang berencana menggelar wisuda tahun ajaran 2024–2025 pada bulan tersebut. Salah satu orang tua murid, mempertanyakan kewajiban wali murid membawa buku tabungan pelajar untuk pembayaran biaya wisuda, serta menyinggung adanya surat edaran Wali Kota Makassar,yang melarang pelaksanaan kegiatan seremonial wisuda bagi peserta didik TK/PAUD hingga jenjang SD dan SMP. Atas kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut.[footnoteRef:9] [9:  Himmatul Aliyah. Wakil Ketua Komisi X Dpr. Wawancara. Makassar, 05 Mei 2025.] 

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Bahkan penindakannya masih dibeda-bedakan baik oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN HUKUM SISTEM DROP OUT ANAK SEKOLAH SEBAGAI AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:
1. Bagaimanakah Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out ? 
2. Siapakah Yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out?
C. [bookmark: _jvwmrtt4dzvg]Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang DropOut.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang Drop Out
D. [bookmark: _eh2u7tcmol0a]Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:	
1. [bookmark: _nzdqhrowyyg]Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Terhadap Sistem Dropout Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan .
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait Sistem Dropout Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Al Qur’an dan terjemahannya (2022) Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Surah Al -Alaq ayat 1-5 Dan Hadist Riwayat Ahmad.
Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, No.8 Vol.8 
Aisyah Nur Aini,2024, Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah, Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.1.
Alfiah Hadist Tarbawi, (2015),Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadits Nabi (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Compan.
Arif Gosita, (1983), Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
Arif Gosita, (2004),Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), cet ke-3, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular.
Arisal, P. A., Qamar, N., & Mappaselleng, N. F. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan Pencurian Telepon Genggam Yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1.
Aryo Fadlian,2020,Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum. Vol.5, No.2, 
Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana,Anak Agung Gde Agung,(2015) “Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng” e Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan. Volume 6.
Bisma Siregar dan Irma Setyowati Soemitro,(1990)Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
Brayen,& Siagian, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Unjuk Rasa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Di Kota Pontianak. Tanjungpura Legal Review, No.2 Vol.1 .
Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol 2 No 1.
Dian Adi Wibowo, (2014),“Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah” Jurnal Economia, Volume 10, Nomor 2.
Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 28,No.2.
Esterina Fransi Rompas,(2012),Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU, No 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jurnal lex administratum,Vol, V.No 2.
Firman Adi Candra. Istiqlal Assaad, dan Nur Insani Said, (2024),Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
Gibran,2018,pengertian dan definisi sistem. ,http://jagatsistem informasi.blogspot.co.id/2013/05/ Dikses 04 Januari 2025 08.00 WITA.
Hasan Bisri,(1995), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Himmatul Aliyah. Wakil Ketua Komisi X Dpr. Wawancara. Makassar, 05 Mei 2025.
Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020), Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, No.9 Vol.1 .
Irma Setyowati, (1990) Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara,Semarang .
Jimly Assiddiqie, (2008), Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta.
Joko,(2019). Kajian hukum pidana Indonesia.
Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, No.8 Vol.1.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, (2009),Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung.
Komindfo dan Disdik Kota Makassar (2025) Tekan Angka Anak Putus Sekolah di Makassar, Disdik Siapkan 3000 Beasiswa Bagi Anak Lorong, https://diskominfo.makassarkota.go.id/ Diakses 05 Maret 2026 14:47 Wita
Laia F. (2023),Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. J Panah Keadilan.Vol.2No.2.
Lilik Mulyadi,(2005),Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung,:Mandar Maju.
Lubis, & Nurita, (2023). Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Tungga Esti.
Maidin Gultom, (2008),Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Maidin Gultom,(2012),Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung..
Makarao,Mohammad Taufik,Suhasril. (2010). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Prakteknya. Ghalia Jakarta.
Michael H. H. Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur. Lex et Societatis, Vol. I,No. 4.
Muhammad Andi (2025), Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Pidie, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 3, No. 4.
Muhammad Fachri Said ,  Azham Ilham , Rizki Hadi Nugroho,(2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2.
Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho,.(2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2.
Netty Endrawati,(2012), Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri.
Nur Faiqah,(2022), Problematika Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja,Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group
Nurul Qamar,dkk,(2017),Metode Penelitian Hukum,  CV. Social Politic Genius (SIGn),Makassar.
Paisol Bulian(2021), Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dibawah Umur, Jurnal Sol Justicia, Vol 4 No 1 .
Pemberdayaan, DAN., Perlindungan, P., Pengendalian, A., Dan, P., & Berencana, K. (2020). Catur Asmari Krismonia, Vol.7No.1.
Rauf S, Rosmaidar R. (2022),Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. FIlm Digdaya. Vol. 1. 
Rika saraswati” Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” PT citra aditya bakti bandung 
Sarah Indah Safitri (2019), Strategi Kebijakan Pengurangan Angka Drop Out Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kabupaten Bantul, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 8 Nomor 2.
Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan KependudukanDi Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. Research andDevelopment Journal of Education, Vol.7 No.2
Soerjono Soekanto, (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
Sudaryono, N. (2024). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP
Suharsaputra, (2010),Administrasi Pendidikan,(Bandung: Refika Aditama.
Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng,(2020), Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 No. 1.
Tatang Muttaqin. Jumlah anak tidak sekolah. Kemen Dikdasmen. 6 November 2025.
UNICEF,(1996),Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta.
Wahyudi,& Kushartono, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum, No.2 Vol.1.
Peraturan Perundang – undangan
Undang-Undang Republik indonessia 1945
Undang- Undang  No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024






	
image1.jpg




